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ABSTRAK 

Ego Feriadi. 180102040395. Persepsi Ulama Kotabaru Tentang Jual Beli Dedak 

Di Pabrik Penggilingan Padi Desa Gedambaan. Pembimbing (I) Dr. Hj. 

Amelia Rahmaniah, M.H. Pembimbing (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy. 

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas 

Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi seringnya terjadi dalam proses penggilingan 

padi dedak halus dikumpulkan pemilik pabrik  dan apabila sudah terkumpul 

banyak nantinya akan dijual, hal inilah terkadang dianggap remeh oleh 

masyarakat padahal masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Tanpa disadari 

dedak yang diperjual belikan faktanya masih milik petani dan tidak ada perjanjian 

apapun selain perjanjian penggilingan padi saja dan juga tidak ada isyarat apapun 

dari petani untuk memberinya kepada pemilik pabrik. Dari uraian masalah 

tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan meminta persepsi ulama 

Kotabaru tentang jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ulama Kotabaru 

terhadap jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan dan untuk 

mengetahui alasan pendapat ulama Kotabaru terhadap jual beli dedak di pabrik 

penggilingan padi Desa Gedambaan. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan turun langsung ke 

lapangan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kotabaru yakni di Kecamatan 

Pulau Laut Sigam dan Kecamatan Pulau Laut Utara. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap 5 orang ulama dan ulama yang dimaksud yaitu pimpinan 

pondok pesantren di wilayah Kotabaru yang berada di Kecamatan Pulau Laut 

Sigam dan Pulau Laut Utara. 

Hasil dari penelitian ini pertama, terdapat 3 persepsi ulama Kotabaru 

terhadap jual beli dedak di pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan yakni 

boleh, syubhat (boleh dan tidak boleh) dan haram, ada 3 ulama yang menyatakan 

boleh, 1 ulama yang menyatakan syubhat, dan 1 ulama yang menyatakan haram. 

Kedua, alasan pendapat ulama tersebut antara lain; hukumnya boleh apabila 

apabila adanya indikasi saling ikhlas antara kedua belah pihak, dan adat kebiasaan 

dari masyarakat meninggalkan dedaknya. Hukumnya syubhat apabila tidak 

adanya perjanjian antara kedua belah pihak bahwa dedaknya diambil pemilik 

pabrik, sesuatu yang masih mempunyai manfaat itu menjadi hak seorang pemilik 

padi, dan pemilik pabrik tidak boleh mengambilnya. Namun apabila 

pemberitahuan atau papan pengumuman yang bertuliskan “dedak menjadi milik 

kami” maka boleh dijual. Hukumnya haram apabila dedak yang dijual bukanlah 

kepemilikan sempurna oleh pemilik pabrik sehingga syarat sahnya tidak terpenuhi 

dengan berlandaskan H.R Ibnu Majah No. 2187 “Janganlah engkau menjual 

sesuatu yang bukan milikmu.” 

 

 


